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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian diatas mengenai Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Terorisme terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), maka 

penulis dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 

1. Proses pemberantasan tindak pidana terorisme 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 

apabila dicermati terdapat beberapa pasal rawan 

melanggar HAM. Seperti pada Pasal 25 tentang 

penahanan yang dapat dilakukan dengan jangka waktu 

270 hari, Pasal 28 tentang penangkapan dengan jangka 

waktu 21 hari dan Pasal 31 tentang penyadapan dapat 

dilakukan dengan jangka waktu dua tahun dan bisa 

dilakukan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri pada 

wilayah hukum penyidik selama 3 hari. Sedangkan dalam 

Undang-Undang sebelumnya nomor 15 tahun 2003 proses 

penahanan hanya dapat dilakukan dengan jangka waktu 
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180 hari dan masa penangkapan dengan jangka waktu 7 

hari. Dan menurut KUHAP proses penahanan dengan 

jangka waktu 110 dan penangkapan dengan jangka waktu 

10 hari. 

2. Implikasi atau sebab akibat dari diterapkannya Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah akan membuka 

peluang terjadinya Unfair Trial sehingga membuka 

peluang perampasan hak dan kebebasan asasi terancam,  

menimbulkan tindakan yang berujung kepada penyiksaan 

penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak 

manusiawi dan perbuatan diskriminasi terhadap tersangka 

atau terdakwa. 

 

B. Saran-Saran 

Saran yang dapat diberikan dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Pencegahan terorisme dapat dimulai dari faktor keluarga, 

dimana keluarga berperan penting agar napi teroris tidak 

menjadi radikal. Dengan cara memilah-milih mana 
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keluarga yang mendukung dan tidak mendukung 

pemikiran napi teroris. Keluarga yang tidak mendukung 

pemikiran maka dekatkan napi teroris dengan keluarga 

agar lambat laun dapat berubah dan tidak ada generasi 

penerus yang menjadi teroris.  

2. Dalam penanganan terorisme diharapkan tetap 

menjunjung tinggi tegaknya HAM dan HAM menjadi 

prioritas utama, agar masyarakat sipil tidak terkena 

dampak dari penyerangan terorisme lainnya. 


